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PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang a

Mengingat : 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4
Perbenrlaharaan Negara (l,embaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba-han
Negara Repubtik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
1.."1",11"3". Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambalan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentangPerimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dai
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia'I'ahun 2004 Nomor 126, Tambaian Lehbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiX'l ahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);
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BUPATI ACEH UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 eanunNomor 4 Tahun 2O2l _tentang perubahan Anjgaran
Pendapatan dan Belanja Daerah - Tahun Anggaran "1,OZt,

T_"\1 perlu menetapkan peraturan eufrIti t."i.-"g
PenJabaran Perubahan 

- 
Anggaran pendapatan dan Belanjl

Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2O2L;

Undang-Uadang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalariLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
legqra- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor Sg,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun ZdOS
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6.
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7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Reputitik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahin Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii
Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu*bah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang perubahan Kedua a-tas Unding_Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahari Daeraf;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201S
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20OO tentang
Keduduk.an Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Xepali
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2b00
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OOS tentang
Pengelolaan 

. $gu_angan Badan Layanan Umum (Lembarai
I.ST^ Republik Indonesia Tahun d005 Nomor 48, tambahanl,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4SO2l,
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 74 Tahun 2013 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan

5"_r*S1n ladan Lay^anan lJmum (Lembaran NJgara R"epubliklndonesia Tahun 2013 Nomor 171, Tambahin LemLaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesiaaahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lemtaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentanglaporan
Penyelenggaraan peme_rintah Daerah kepada p.ir..i.,tafr,
Laporan Keterangan pertanggungjawaban Kepala DaerahKepada Dewan perwakilan Rakyat Daerah, din InformasiLaporan- Penyelenggaraan pemerintah Daerah fepadaMasyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun2007 Nomor 19, Tambahan Lemiaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi _ 
pemerintahan (Lembaran fV.ga.iRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tamba'han

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OLT tentangPembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indtesia Tahun 2017
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Ralcyat Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 605);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor
36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 20 1 1 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan peraiuran
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Penlrrsunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ZZ Tatlur- 2O2O
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor l7g1);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2O2l tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidan[
Kesehatan Tahun Anggaran 2O2l (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 40S);

21. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 200g tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarai
Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 200g Nomor 253);

22. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2020 Nomor 5).

23. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupatei
Aceh Utara Tahun Anggaran 2O2l (l,embaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 Nomor 4).

24. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2O2O tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2O2l (Benta Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah
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Menetapkan
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Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tahun Anggaran 2O2l (Berita Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2021 Nomor 32).

MEMUTUSI(AN:

: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2O21.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralryat Kabupaten (DPRK) menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya
disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DpRK, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah
selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
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9. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

13. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke
kas daerah.

15. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari
kas daerah.

16. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan
Pembiayaan Dengan Pengeluaran pembiayaan.

17. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari
pemerintah negara asing, badan/ tembaga asing,
badan/ lembaga internasional, pemerintah, badan/ lembaga
dalam negeri atau perorangan, balk dalam bentuk devisa,
rupiah maupun barang dan/ atau jasa, termasuk tenaga
ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBK atau berasal dari perolehan Iainnya yang sah.

19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan
Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

21. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang
menerima manfaat yang bernilai uang dari
lain sehingga daerah dibebani kewajiban
membayar kembali.

yang
atau

pihak
untuk

22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SpM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh
pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DI']A 'KPD ,0[
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Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O2L semula sebesar Rp. 2.547.494.695.530,- bertambah
sebesar Rp. 5.520.790.173,- sehingga menjadi
Rp.2. 553. 0 1 5 . 485.7 03, -, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan

Rp. 2.530.575.690.609

Rp. 2.474.248.343.t27

2. Belanja daerah
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)
Jumlah belanja daerah
setelah perubahan

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp.

Ro. (s6.327.347.4821

Rp.2.551.015.485.703

t6.919.OO4.921

78.767.t42.576

2.000.000.000

2) Bertambah / (berkurang) Rp. 61.848. 137.655
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp.

b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp.
2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan
Jumlah pembiayaan neto
setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan

Rp. 2.000.000.000

Rp. 76.767.142.576

Rp.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

l. Lampiran I Ringkasan penjabaran perubahan ApBK yang
Diklasifrkasi menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, da

0

Pembiayaan;

f A

n

l,!

Rp.2.545.494.695.530
Rp. 5.520.790. 173
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Penjabaran Perubahan APBK menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;
Daftar Nama Penerima, A1amat Penerima, dan
Besaran Hibah;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;
Rincian Dana Otonomi Khusus Menumt
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi
dan PerLambangan Gas Alam/Tambahan DBH-
Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan Kabupaten, Organisasi, program,

Kegiataa, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut
Urusan Pemerintahan Kabupaten, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan;
Sinkronisasi Kebijakan pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah
Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dengan Program prioritas
Perbatasan Negara.

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran MI

8. Lampiran VIII

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan perubahan penjabaran ApBK yang ditetapkan
dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang

l,fundangan.
o

2. Lampiran II
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Nopenlber 2021 M

26 Rabi'ul Awal 1443 H

THAIB

tu

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Nopember 2O21 M

26 Rabi'ul Awal L44g H

DAERAH
ACEH UTARA,

a
ul
o.

{c rJHE

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O2L NOMOR 4 E

UTARA, 
&

(


